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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian-uraian pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan dari pembahasan yang telah dirumuskan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uraian hasil pembahasan Kewenangan Kepala Desa Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Tanah Melalui Mediasi oleh Kepala Desa di Kantor 

Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada 

Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang  Nomor 6 Tah0un 2014 Tentang Desa yang 

berbunyi;“Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban 

menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa”.  

2. Adapun Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh 

Kepala Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok 

Timur, Yaitu; Tahap permohonan, tahap pra mediasi, tahap pemanggilan, tahap 

mediasi, dan tahap putusan. Adapun juga faktor penghambat dalam 

melaksankan mediasi oleh Kepala Desa di Kantor Desa Gunung Rajak 

Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur ialah; Faktor pemahaman 

hukum, faktor campur tangan orang lain, ketidak hadiran para pihak, yang 

bersengketa, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, dan 

kurangnya sumber daya.  
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B. SARAN 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti merekomendasikan saran-

saran sebagai berikut 

1. Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesain Sengketa Tanah Secara Mediasi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seharusnya 

lebih diperkuat dengan memasukkan pengaturan yang jelas mengenai 

kedudukan Kepala Desa dengan menambahkan kewenangannya sebagai Hakim 

Perdamaian dengan sistem hukum adat di tengah masyarkatnya. Sebab 

ketentuan pasal tersebut sama sekali  tidak menjelsakan tentang jenis perkara 

atau perselisihan, mekanisme, dan bentuk putusan dari penyelesaian perkara 

oleh kepala desa. Oleh karena itu, kedepan perlu diperjelas baik melalui revisi 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga dapat menjadi panduan yang 

jelas di masyarakat desa sekaligus kepala desa sebagai penyelesaian perkara di 

masyarakat dan dapat mengurangi beban peradilan negara.  

2. Adapun Mekanisme Penyelsaian Sengketa Tanah Melaui Mediasi Oleh Kepala 

Desa di Kantor Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten 

Lombok Timur senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada 

masyarakat agar dapat melaksanakan mediasi dengan baik. Sehingga ketika 

mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam mengupayakan proses mediasi 

tersebut mampu dilewati.  Untuk itu dibutuhkan seorang mediator yang selalu 

siap siaga dan yang mampu memberikan kinerja yang baik, karena berhadapan 

dengan masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.  
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